PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

bahwa Surat lIzin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai
salah satu Legalitas Usaha di bidang perdagangan perlu di
berikan kemudahan ,keseragaman dan ketertiban dalam
pelaksanaan penerbitan SIUP, agar dapat meningkatkan
kelancaran pemberian pelayanan publik;

Menimbang

o

b. bahwa untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian masyarakat dalam berusaha yang berimplikasi
pada perkembangan pembangunan secara makro serta dalam
rangka pembinaan perdagangan dalam wiyalah Kabupaten
Paser;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Usaha Perdagangan.

Mengingat : 1. Berrifsreg Lementering Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86)
tentang Perdagangan;

N

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

w

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

N



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

Keputusan Memperindag Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tanggal
13 Oktober 1999, tentang ketentuan dan tata cara pemberian
Surat I1zin Usaha Perdagangan (SIUP);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
11/M-DAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara
penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor
barang dan/atau jasa;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
No. 12/MDAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara
penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Wara laba;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
13/M-DAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan langsung;



16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
14/M-DAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan Tata Cara
penerbitan surat 1zin Usaha Jasa Survey;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006
tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat lIzin Usaha
Perdagangan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2003
tentang Pendaftaran Perusahaan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pasir.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERDAGANGAN
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

Kabupaten adalah Kabupaten Paser.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Paser.

Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Paser.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan Kommanditer, perseorangan, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik atau organisasi yang sejanis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan
lainnya.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelesterian lingkungan.

Retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah pungutan daerah  atas pemberian izin
usaha perdagangan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
pemerintah daerah yang bersangkutan.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah
surat yang digunakan oleh wajib retribusi yang terutang menurut peraturan
retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat
ketetepan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.

Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat
yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
retribusi yang terutama ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat
SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi
yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan
oleh wajib retribusi terhadap SKKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Paser

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dalam serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi serta mennemukan
tersangkanya.



BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Nama Retribusi adalah Retribusi 1zin Usaha Perdagangan.

Pasal 3
Obyek retribusi adalah :
a. Setiap pelayanan pemberian dan perubahan izin usaha perdagangan;dan
b. Registrasi izin usaha perdagangan setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha
perdagangan.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi izin usaha perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN
Pasal 6

Retribusi izin usaha perdagangan diukur berdasarkan:
a. Jumlah Investasi; dan
b. Status Perusahaan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi biaya-biaya untuk
Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan atas kegiatan usaha
perdagangan.



Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut:

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

BAB VI

Pasal 8

a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :

1. Perusahaan Kecil :

1. Perorangan Rp.50.000,-
2. Koperasi Rp.75.000,-
3. Cv. Rp.90.000,-
4. PT. Rp.100.000,-
5. Badan Usaha LIN (BUL) Rp.100.000,-
2. Perusahaan Menengah:
1. Perorangan Rp.75.000,-
2. Koperasi Rp.100.000,-
3. Cv. Rp.125.000,-
4. PT. Rp.150.000,-
5. Badan Usaha Lain (BUL) Rp.150.000,-
3. Perusahaan Besar
1. Perorangan Rp.100.000,-
2. Koperasi Rp.150.000,-
3. CV. Rp.200.000,-
4. PT. Rp.300.000,-
5. Badan Usaha Lain (BUL) Rp.300.000,-

b. Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan :

1.

Perusahaan Kecil

1. Perorangan Rp. 20.000,-
2. Koperasi Rp. 10.000,-
3. CV. Rp. 30.000,-
4. PT. Rp. 50.000,-
5. Badan Usaha Lain (BUL) Rp. 50.000,-
2. Perusahaan Menengah
1. Perorangan Rp. 25.000,-
2. Koperasi Rp. 15.000,-
3. CV. Rp. 40.000,-
4. PT. Rp.100.000,-
5. Badan Usaha Lain (BUL) Rp.100.000,-




3. Perusahaan Besar

1. Perorangan Rp. 50.000,-

2. Koperasi Rp. 40.000,-

3. CV. Rp. 75.000,-

4. PT. Rp. 125.000,-

5. Badan Usaha Lain (BUL) Rp. 125.000,-
c. Registrasi

1. Perusahaan Kecil

1. Perorangan Rp. 20.000,-
2. Koperasi Rp. 10.000,-
3. CV. Rp. 35.000,-
4. PT. Rp. 50.000,-
5. Badan Usaha Lain (BUL) Rp. 50.000,-

2. Perusahaan Menengah

1. Perorangan Rp. 25.000,-
2. Koperasi Rp. 15.000,-
3. CV. Rp. 40.000,-
4. PT. Rp.100.000,-
5. Badan Usaha Lain (BUL) Rp.100.000,-

3. Perusahaan Besar

1. Perorangan Rp. 50.000,-

2. Koperasi Rp. 40.000,-

3. CV. Rp. 75.000,-

4. PT. Rp. 125.000,-

5. Badan Usaha Lain (BUL) Rp. 125.000,-
BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI
Pasal 10
Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlakunya izin usaha perdagangan.
Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.



BAB IX

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 12

(1) Bagi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan izin usaha
perdagangan dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh
pemerintah daerah.

(2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar
sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi.

(3) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat
dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

Pasal 13
(1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang persamakan.

(2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau
kuasanya.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bupati atau
pejabat menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka
diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka
dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang
ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen
lain yang di persamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah.



Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIlI

TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

(1) Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat paling lama 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dan peringatan atau surat
lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XI1I

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau pejabat.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis
kepada Bupati atau pejabat, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. nama retribusi;
c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
d. alasan yang singkat dan jelas

(3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembaliann kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksukan dalam ayat (1) Pasal ini.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)Pasal ini telah
dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan
pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran retribusi.
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BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

Dengan alasan tertentu Bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan
daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi
wewenag sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentanng kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah;

. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang menigalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
. memanggil orang untuk didengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum
melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Tata Cara Pelayanan Administrasi Perizinan Surat lzin Usaha Perdagangan akan diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 20 Maret 2009

BUPATI PASER,
ttd
H.M. RIDWAN SUWIDI
Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 20 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd
H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2009 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Nur Amien,SH,MM
Pembina
Nip.19590709 198102 1 002




No. Nama Jabatan Paraf
1. H.ANndi Azis Kasubbag.Produk Hukum Daerah

2. H.Nur Amien Kabag.Hukum

3. H.Noorhanuddin,AR | Asisten Tata Pemerintahan

4. H.Helmy Lathyf Sekretaris Daerah
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